ABSTRAK

Perusakan Hutan adalah isu nasional yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Hal
ini perlu mendapatkan perhatian ekstra karena apabila hutan benar-benar rusak maka akan
berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat, salah satu contoh perusakan hutan adalah
penebangan liar termasuk di dalamnya pengangkutan hasil penebangan liar. Surat keterangan
sahnya hasil hutan merupakan suatu bagian penting yang wajib dimiliki untuk
mengangkut/menguasai kayu hasil hutan. Surat keterangan hasil hutan merupakan dokumen
legalitas yang bertujuan untuk mengamankan asset negara dari illegal logging. Skripsi yang
berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Upahan Pengangkut Kayu Tanpa Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan” dibuat untuk menganalisis bagaimana
ketentuan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan dan pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya
hasil hutan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder. Data yang
diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Pandangan Islam mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan Sad Adz-Dzariah
dimana surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu langkah preventif dalam

mencegah perusakan hutan.
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